BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN
2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa penataan organisasi perangkat daerah
.‘ diarahkan untuk menciptakan organisasi yang
efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai
dengan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Bengkayang belum cukup
memberikan pedoman yang menyeluruh bagi
penyusunan dan pengendalian Organisasi Perangkat
Daerah sehingga perlu dilakukan Perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
- dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
; kan Peraturan Bupati tentang Perubahan
as Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas

10 Tahun 1999 tentang
Daerah Tingkat I
ra Republik Indonesia
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 {entang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang
Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
’ Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
~ Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
mesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
aran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Daerah (Lembaran Negara Republik
2014 Nomor 244, Tambahan
epublik Indonesia Nomor 5587)
diubah beberapa kali, terakhir
g Nomor 9 Tahun 2015
1a Atas Undang-Undang
Pemerintahan Daerah

onesia Tahun 2015
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ngkungan Hidup Nomor ‘
dar Pelayanan Minimal ‘
Daerah Propinsi dan

12. Peraturan Menteri Negara Li
19 Tahun 2008 tentang Stan
Bidang Lingkungan Hidup
Daerah Kabupaten/ Kota;

13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
720 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar
Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup
Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;

15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian
Hidup Strategis (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 729);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan
Kawasan Pemukiman (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Rehutanan Nomor
~ P.74/Menlhk/Setien/Kum.1/8/2016  tentang ~ Pedoman

dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita
publik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);

erah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Susunan Perangkat Daerah
kayang (Lembaran  Daerah
. Tahun 2016 Nomeor 11,
1 Daerah Kabupaten
dagaimana telah diubah

or 1 Tahun 2019
t Daerah Nomor 11

K
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKAYANG.

Pasal |

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2016 Nomor 36, Tambahan Berita Daerah Kabupaten
Bengkayang Tahun 2019 Nomor 7), yang telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Bengkayang Tahun 2016 Nomor 36, Tambahan Berita Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

. Ketentuan Bab Il Bagian Ketiga Struktur Organisasi Pasal 5 ayat (1)

. hurul [ diubah dan dilambah, sehingga ayal (1) berbunyi sebagai
berikut :
Bagian Ketiga
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 5

(1)Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
‘ b. Sekretariat, membawahi;
y  Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
gian Rencana Kerja dan Keuangan; dan
n Aset.
han Rakyat, membawahi;
unan dan Pengembangan Perumahan;
Prasarana dan Fasilitas Umum Perumahan.

dan Pengembangan Kawasan

anan dan Perkuburan; dan
_ hﬁlim Umum Permukiman.

4

Dawi
TR 1

Dipindai dengan CamCcann



2. Ketentuan Bab I Bagian Ketiga Struktur Organisasi Pasal 5 ayat (2)
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2)Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang sebagaimana pada
ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Bab Il Bagian Kesembilan Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32,
Pasal 33 dan Pasal 34 diubah dan ditambah satu pasal yaitu Pasal
35, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan
BIDANG PERTANAHAN

Pasal 30

Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf
f, adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yvang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 31

(1) Kepala Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan
Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam penyiapan
bahan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan dan
penyelengaraan di bidang pertanahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bldang Pertanahan menyelenggarakan fungsi sebagai

rencana dan program kerja di Bidang Pertanahan;
bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan
serta pembinaan perencanaan teknis

umusan kebijakan teknis, fasilitasi dan
binaan survey dan pemetaan;

d1b1dang perizinan, pelaksanaan
anan fisik maupun pengamanan

ebijakan teknis, fasilitasi,
Mkms pengawasan dan

Dipindai dengan CamCcann



m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas bidang Pertanahan,; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinva.

Pasal 32

(1) Bidang Pertanahan, terdiri dari :
a. Seksi Tata Guna Tanah,
b. Seksi Pengadaan Tanah; dan
c. Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan dan Advokasi.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 33 .

(1) Seksi Tata Guna Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(1) huruf a, mempunyai tugas pokok membaniu Kepala Bidang
Pertanahan dalam pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan
' kebijakan, serta menyelenggarakan tata guna tanah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Tata Guna Tanah menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut :

a. penyusunan program kerja Seksi Tata Guna Tanah;

b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan
pembinaan penyelenggaraan tugas tata guna tanah;

c. pelaksanaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah,
serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah
absente;

d. pehksamn penetapan tanah ulayat;

~ e. pelak : mvenbans dan penyelesalan masalah tanah kosong; 1

teknis/ kajlan terhadap ‘
asi penerbilan izin lokasi dan izin membuka

serta pengawasan dan

Si sesuai dengan tugas pokok
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Pengadaan Tanah menyelenggarakan fungsi schagal
berikut :

a. penyusunan program kerja Seksi Pengadaan Tanah;

b. pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan
pengadaan tanah;

¢. pelaksanaan pengadaan/ pembebasan tanah;

d. pelaksanaan pensertifikatan tanah, pemasangan patok dan plang
nama,

e. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk
pembangunan oleh Pemerintah daerah;

f. pelaksanaan tukar menukar asset Pemerintah Daerah;

g. pelaksanaan  pembinaan teknis serta pengawasan dan
pengendalian pengadaan tanah;

h. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya;

i. pelaksanaan evaluasi dan penyiapan bahan laporan pelaksanaan
kegiatan pengadaan tanah; dan

(. j- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesual

dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 35

(1) Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan dan Advokasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pertanahan dalam pelaksanaan
perencanaan, pengawasail, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
serta pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah pertanahan dan
advokasi pertanahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan dan Advokasi

enggarakan fungsi sebagai berikut :

program kerja Seksi Penyelesaian Masalah

Advokasi;

lan pengolahan bahan perumusan Kkebijakan

st an penyelesaian masalah pertanahan

=

pengkajian laporan pengaduan

ya dampak sengketa tanah;
langkah-langkah penanganan
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k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

0 Fwar 2020

Kabupaten Bengkayang.
Ditetapkan di Bengkayang
0 ganuork 2020
7 BENGKAYANG, 72
2
: SRR A ;"’./p, !
| AGUSTINUS NAON
| 32
1 Diundangkan di Bengkayang
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAIN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKAYANG

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : (o Frauon 2020
TENTANG :

PERUBM KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36
TAHUN 2019 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN ~

KEPALA LINGKUNGAN HIDUPKABUPATEN BENGKAYANG
[ DINAS
KELOMPOK SEKRETARIAT
JABATAN
FUNGSIONAL [— l
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
ADMINISTRASI RENCANA KERJA SUB BAGIAN
UMUM DAN DAN KEUANGAN ASET
KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG
PERUMAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PERTANAHAN
RAKYAT PERMUKIMAN
| > L - |
SEKSI SEKSI SEKSI
PEMBANGUNAN DAN || KONSERVASI, TATA GUNA
SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERLINDUNGAN DAN | | TANAH
PEMBANGUNAN DAN PERMUKIMAN PENGAMANAN
PENGEMBANGAN
PERUMAHAN SEKSI SEKSI PENS(.E‘::AKSII AN i
KEBERSIHAN, PERTAMANAN PERENCANAAN DAN TANAH
DAN PERKUBURAN ] ANALISIS DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP
SEKSI
SEKSI SEKSI PENYELESAIAN
SEKSI PEMBERDAYAAN —
SARANA, PRASARANA DAN smg:g,{;}_?rﬁ:&[mg& DAN MASYARAKAT DAN {%ﬁ&?{g‘w{ : s‘}“""
FASILITAS UMUM PERMUKIMAN — TANAMAN HUTAN 4
PERUMAHAN RAKYAT (TAHURA)
UPTD
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